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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)1 adalah bentuk penghargaan 

khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang didapatkan dari hasil 

olah pikir manusia agar dapat menghasilkan suatu produk yang berguna bagi 

masyarakat. Hak yang mampu menciptakan suatu ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan mampu menciptakan suatu seni yang bermanfaat untuk kehidupan manusia.2 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat KI), yakni hak privat untuk dapat 

melindungi kekayaan intelektual mereka, yang intinya merupakan suatu hak untuk 

menikmati kekayaan intelektualnya secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas 

intelektual. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul karena 

kemampuan intelektual manusia.. 

Di Indonesia para pelaku usaha dapat dilindungi dan diberikan Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual memanfaatkan sendi dan instrumen 

hukum yang ada, seperti Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, Hak Kekayaan 

                                                             
1Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No.M.03.RP.07.10 

tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor 

24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”), telah resmi dipakai. Hak 
Kekayaan Intelektual disingkat “H.K.I”, namun penulis sana sini menggunakan akronim “HaKI” 

untuk sekedar kemudahan penyebutan. Lihat A.Zen Umar Purba “Pokok-pokok Kebijakan 

Pembangunan Sistem HaKI Nasional” (makalah disampaikan dalam “Advanced Seminar: 

Prospect and Implementation of Indonesia Copyright, Patent and Trademark Law”, Perhimpunan 

Masyarakat HaKI Indonesia, Jakarta, 1 Agustus 2000) dan telah diterbitkan dalam JURNAL 

HUKUM BISNIS Volume 13, April 2001, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 

2001), pp4-8.. 
2 Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, ed 

1, cet.2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 187. 



2 
 

 
 

Industri meliputi hak atas Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, dan Paten. Perlindungan dan 

penegakan hukum atas instrumen-instrumen hukum tersebut ditujukan untuk 

mendapatkan hasil penemuan baru dibidang teknologi dengan memperhatikan 

penggunaan pengetahuan teknologi, serta kepentingan produsen dan konsumen 

secara seimbang.3 

Merek adalah salah satu instrumen hukum yang terdapat dalam hukum KI. 

Merek adalah kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual. Secara 

umum dapat berupa padanan nama, kata, logo, lambang, warna, atau kombinasi 

dari dua atau lebih unsur tersebut. Merek sangat penting dalam dunia bisnis.4 

Pada era yang baru ini merek adalah suatu peranan penting untuk memulai 

perdagangan global di seluruh dunia, apalagi dengan ditambahnya teknologi yang 

berkembang pesat untuk perdagangan industri maka semakin ketat pula 

persaingan ekonomi yang harus di hadapi oleh para pembisnis atau pedagang.5 

Manfaat dari merek sendiri ialah bagian penting dari suatu barang atau jasa. 

Bukan suatu produk yang menjadikan sesuatu barang menjadi mahal, tetapi lebih 

dari nilai merek yang digunakannya. Dapat dilihat secara jelas merek adalah 

suatu kekayaan immaterial. 

Karena merek merupakan hak eksklusif di Indonesia dan untuk menggaet 

                                                             
3 Syahriah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa, 

Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 14 Nomor 1, 2016, 
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/227, hlm.107. 

4 Admin, “Pengenalan Merek”, (https://dgip.go.id/pengenalan-merek), diakses pada 29 

Desember 2020. 
5 Meli Hertati Gultom, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terdaftar Terhadap 

Pelanggar Merek, Jurnal Warta, Volume 14 Nomor 56, April 2018, 

http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14/12, hlm.1. 

https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/227
https://dgip.go.id/pengenalan-merek
http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14/12
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legalitasnya secara menyeluruh agar pemegang hak merek bisa mengiklankan 

merek yang telah memiliki nilai ekonomis secara komersil kepada konsumen 

maka merek wajib didaftarkan. 

Hak Eksklusif6 mempunyai dua hal penting yaitu hak ekonomi7 untuk 

mendapatkan laba finansial dari pendapatan pengakuan hak kekayaan intelektual 

berupa pemindahan dan pemberian izin pengunaan HKInya dengan memperoleh 

royalti dan hak moral8 yang selalu bersama dengan diri si pemilik HKI yang 

bersifat tetap dan tidak dapat dialih fungsi kan. 

Hak Eksklusif yang telah didapatkan tersebut meruapakan hak monopoli untuk 

jangka waktu yang tidak selamanya, sebagai apresiasi kepadanya yang diberikan 

negara karena banyak pengorbanan yang telah dilakukan untuk perolehan HKI. 

Hak monopoli hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu saja (terbatas). 

Dalam waktu yang telah ditentukan tersebut9 yang dapat berbuat bebas terhadap 

HKInya adalah ia yang memiliki HKInya, sedangkan bagi pihak lain untuk dapat 

mengakui HKInya tersebut dapat melalui permohonan izin atau lisensi yang jika 

akan menggunakan HKI milik pihak lain untuk melapor terlebih daahulu dan 

memberikan royalti kepada pihak yang bersangkutan. 

Seseorang atau perusahaan yang sukses membuat merek dagangnya dikenal 

                                                             
6 Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga 

pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau m.enggunakan HKI tanpa izin. Lihat 
Otto Hasibuan, Hak Cipta Intelektual, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm.12.8. 

7 Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas HKI, lihat Iswi 

Hariyani, Prosedur M.engurus HKI Yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 16. 
8 Hak moral adalah hak yang melekap pada pihak yang. menghasilkan HKI yang tidak dapat 

dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Ada kemanunggalan yang integral antara HKI dan 

pihak yang berhasil melahirkan HKI. Lebih lanjut lihat Otto Hasibuan, Hak Cipta Indonesia, 

PT.Alumni, Bandung, 2008, hl.m.69. 
9 Sufiarina, Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI, ADIL : Jurnal 

Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2012, http:/./ac.ademicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-

ADIL/article/view/57, hlm.11. 

http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/57
http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/57
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oleh khalayak ramai, akan semakin banyak pesaing atau kompetitor yang akan 

melakukan perbuatan jahat atau perbuatan itikad tidak baik dengan cara peniruan 

merek, pemalsuan merek dan berbagai cara lainnya. Oleh karenanya pemegang 

Hak merek dapat memerintahankan orang lain untuk tidak menggunakan merek 

yang telah didaftarkan, karena apabila ada pihak yang beritikad tidak baik untuk 

meniru atau memalsukan merek terkenal dengan tujuan untuk menarik konsumen 

secara mudah, maka merek terkenal yang telah diketahui oleh khalayak ramai 

dapat terancam. Karena hal tersebut dapat merugikan pemegang hak merek karena 

terdapat pihak lain yang menggunakan merek terkenal akan mengambil alih 

keuntungan ekonomi dengan sangat mudah. 

Penting sekali bagi negara untuk memiliki sistem perlindungan merek melalui 

peraturan perundangan-undangan nasional sendiri. Indonesia sendiri pun telah 

melakukan penambahan dan perubahan sebanyak 5 (lima) kali terhadap Undang- 

Undang Merek yaitu yang dimulai dari UU No. 21 Tahun 1961 kemudian undang- 

undang ini diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1992 lalu dilanjutkan dengan UU 

No. 14 Tahun 1997 dan diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2001 dan undang- 

undang yang terakhir ialah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Dengan banyaknya perubahan yang terjadi terhadap undang-undang 

merek maka dapat dibuktikan bahwa peranan merek sangat penting, dan dengan 

seiring perdagangan dunia yang sangat maju maka dengan itu dibutuhkan juga 

peraturan yang lebih modern seiring. Adapun sarana dan prasarana yang 

digunakan semakin baik maka akan menunjang proses perlindungan hukum 

terhadap merek yang terdaftar agar dapat meminimalisir kasus pelanggaran 
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merek. Namun, pada kenyataannya yang ada masih banyak kasus pelanggaran 

yang terjadi khususnya tentang Pendaftaran Merek. 

Dalam beberapa perkara yang sangat marak terjadi, dampak yang paling 

signifikan bagi barang atau produk yang menggunakan Hak Merek Terkenal yang 

dipalsukan atau dijiplak oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab adalah 

bangkrutnya Perusahaan pemilik Hak Merek Terkenal tersebut. Pada skripsi ini 

dilakukan analisis adanya gugatan yang diajukan oleh Ruben Samuel Onsu 

terhadap PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Pemerintah Republik Indonesia cq. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang diputuskan dalam 

Surat Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. 

Dalam sengketa atau kasus ini, Ruben Samuel Onsu sebagai penggugat 

menggugat pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono karena logo dan merek bisnis 

dari PT Ayam Geprek Benny Sujono tersebut sama seperti usahanya. Karena 

Ruben Samuel Onsu merasa bahwa ia selaku pemilik hak dan pendaftar pertama 

(First to File), atas merek “BENSU” dengan nomor daftar IDM000643598 

pendaftaran pada tanggal 25 Juni 2018 maka ia diberikan hak eksklusif sebagai 

merek yang dahulu di daftar sesuai Pasal 1 angka (5) UU No.20 Tahun 2016 dan 

dipertegas di Pasal 3 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis. Ruben Samuel Onsu sangat keberatan dengan pendaftaran merek oleh 

Tergugat 1 dengan nomor daftar IDM000643531 dengan tanggal pemohonan yang 

diterima oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tanggal 
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penerimaan 03 Mei 2017 dan tanggal terdaftar pada 24 Mei 2019 yang 

menggunakan nama “BENSU”, merek tersebut telah memiliki persamaan pada 

pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Ruben Samuel Onsu. Bahwa di 

samping itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetap mendaftarkan 

merek oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono sehingga patut diduga pihak DJKI 

mengenyampingkan hukum dalam menentukan kriteria merek yang dapat 

didaftarkan dan jelas sekali tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik. 

Tetapi pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono ini membantah semua gugatan 

dari pihak Ruben Samuel Onsu, bahwa tidak benar penggugat sebagai pemilik 

pertama sekali yang mendaftarkan merek “BENSU”. Bahwa pemilik merek 

“BENSU” yang terdaftar adalah Jessy Handalim sebagai merek susu, merupakan 

singkatan dari “BENGKEL SUSU”. Dalam kasus bersama Jessy Handalim ini 

pihak Ruben Samuel Onsu memilih berdamai dan Ruben Samuel Onsu membeli 

merek “BENSU” milik Jessy Handalim yang berdasarkan perjanjian jual beli dan 

penyerahan hak atas merek yang terjadi pada tanggal 09 Februari 2019, sedangkan 

Jessy Handalim sendiri tetap sebagai pemegang sertifikat merek sah “BENSU”. 

Pihak penggugat pun melakukan usaha dengan cara itikad buruk dengan tujuan 

untuk dapat menguasai merek bisnis makanan “I AM GEPREK BENSU” yang 

berkembang menjadi “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR”. Pihak 

PT. Ayam Geprek Benny Sujono yaitu Yangcent ini mengajak adik dari Ruben 

Samuel Onsu yakni Evan Jordi Onsu sebagai Manager Operasional. Setelah itu 

Jordi Onsu menawarkan Ruben Samuel Onsu sebagai Duta Promosi dari bisnis I 
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AM GEPREK BENSU, setelah bisnis ini tersebar dibanyak cabang lalu Ruben 

Onsu mulai membuka bisnis sendiri dengan menggunakan nama “Ayam Geprek 

Bensu”. 

Hasil akhir dari putusan No.57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst ini 

ialah menolak gugatan dari Ruben Samuel Onsu dan menyatakan bahwa merek 

atas nama Ruben Samuel Onsu mempunyai persamaan pada pokoknya atau 

keseluruhan dengan merek PT Ayam Geprek Benny Sujono, dan menyatakan 

batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek atas nama 

Ruben Samuel Onsu. 

Kasus ini tidak berhenti sampai sini saja, pihak PT Ayam Geprek Benny 

Sujono sebagai penggugat 1 (satu) selaku badan hukum dan Yangcent sebagai 

penggugat 2 (dua) yang merupakan perseorangan serta pendiri dari badan hukum 

PT Ayam Geprek Benny Sujono dalam perkara ini yang diwakilkan dengan Dr. 

Eddie Kusuma, S.H., MH., Vera Puspita Kusuma, S.H., M., dan Muhammad 

Fayakund A, S.H., M.H. selaku advokat yang selanjutnya disebut sebagai para 

penggugat. Pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono ini menggugat pihak Ruben 

Samuel Onsu pada tanggal 03 September 2019 dengan gugatan pembatalan merek 

dagang dari Ayam Geprek Bensu milik Ruben Samuel Onsu dalam putusan 

No.58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang mana seharusnya 

Penggugat mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 21 Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016 karena merek dagangnya memiliki persamaan dengan 

pihak Tergugat. 

Setelah penggugat mengajukan gugatan ternyata gugatan penggugat tersebut 
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kabur karena telah menggabungkan gugatannya untuk menuntut pembatalan 

merek terhadap merek tergugat, seharusnya perkara ini diajukan secara sendiri- 

sendiri. Padahal PT Ayam Geprek Benny Sujono sebagai subjek hukum yang 

berbadan hukum berbentuk perseroan (recht persoon) yang tunduk kepada 

Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mempunyai 

karakterisitik berbeda dengan pribadi (naturlijk persoon), dimana perseoran 

terbatas memiliki hak dan kewajiban serta hak kekayaan yang terpisah dari harta 

kekayaan pemiliknya, sehingga menurut hukum, tanggungjawab hukumnya juga 

terpisah antara tanggungjawab perseroan terbatas dan tanggungjawab 

pribadi/pemilik, dan oleh karenanya kuasa PT Ayam Geprek Benny Sujono dan 

Yangcent tidak dapat menjadi 1 (satu) dan harus terpisah, sehingga gugatan dari 

penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan diketahui nyata-nyata Penggugat I 

dan Penggugat II adalah pemilik terdaftar atas merek yang berbeda, sehingga 

dengan sendirinnya merupakan perkara yang harus diajukan secara tersendiri. 

Dalam hal ini gugatan para penggugat ditolak karena tidak memenuhi syarat 

tentang pengajuan provisi. Sedangkan keberatan yang diajukan oleh tergugat 

dinyatakan ditolak yaitu surat kuasa cacat hukum padahal surat kuasa khusus 

tersebut telah memenuhi syarat formal, dan beberapa keberatan lainnya patut di 

kabulkan. Dengan hal itu maka para penggugat tidak dapat membatalkan merek 

dagang milik tergugat, dan tergugat tetap bisa menjalankan kegiatan perdagangan 

bisnisnya dengan menggunakan merek yang sama dengan penggugat. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas uraian 

tersebut secara ilmiah yang diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul 
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“Perlindungan Hukum Hak Merek Ayam Geprek Bensu (Studi Putusan 

No.58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi ini, adalah: 

1. Bagaimana perlindungan hukum Ayam Geprek Bensu menurut Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan 

No.58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst tentang pembatalan atau 

penghapusan merek karena adanya kesamaan dengan merek lain yang telah 

terdaftar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 

dalam mengatasi pembatalan atau penghapusan merek karena adanya 

kesamaan dengan merek lain yang terdaftar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan di atas maka diharapkan bisa berdampak dan menyumbang manfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain: 

1. Teoritis 

 Hasil penelitian ini bisa memberikan pemikiran ilmiah yaitu ilmu hukum 

secara umum dan yang berkenaan dengan Kekayaan Intelektual secara 

khusus yang terkait dalam hukum Merek dan Indikasi Geografis. 

2. Praktis 

a) Bagi Pemilik Merek 

Penelitian ini bisa memberikan ilmu hukum secara tepat dalam 

perlindungan hukum kepada Hak Eksklusif suatu merek terkenal yang 

telah terdaftar, serta dapat memberikan pemahaman lebih terkait 

pembatalan atau penghapusan merek. 

b) Bagi Pengguna Merek 

Seorang pengguna merek bisa mengetahui batasan dan peraturan yang 

mengatur terkait perlindungan hukum terhadap merek yang telah 

terdaftar. 

c) Bagi Pemerintah 

Berdasarkan dari hasil penelitian ilmiah yang telah penulis buat ini 

dapat dijadikan sebuah bahan informasi dan referensi mengenai 

dinamika masyarakat secara menyeluruh terhadap perlindungan hukum 

hak merek. 
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d) Bagi Pengadilan Niaga 

Dapat dijadikan masukan sebagai bahan perbandingan juga 

pertimbangan untuk aparatur penegak hukum dalam memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu perkara pada sengketa merek di 

kalangan masyarakat Indonesia. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup hak kekayaan intelektual tentang 

merek yang berkaitan dengan pembatalan merek, bagaimana tata cara pendaftaran 

merek dan perlindungan hukum merek terkenal dari peniruan atau pemalsuan 

merek yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Philipis M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebuah 

perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk rakyat secara preventif 

maupun represif. Perlindungan hukum secara preventif artinya pemerintah 

dilarang sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan yang dibuat dan 

yang akan diputus tersebut masih dalam pengawasan terhadap suatu kegiatan agar 

tidak terjadi suatu penyimpangan dalam mengambil keputusan, sedangkan secara 

represif artinya langkah pemerintah dalam mengambil dan membuat keputusan 

untuk menyelesaikan sengketa dan penanganannya harus  lebih tegas karena telah 

dilakukannya suatu pelanggaran. 
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Pada saat perlindungan hukum dilakukan, maka suatu tempat dalam 

pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum 

dibutuhkan. Sarana perlindungan hukum ini dapat diberikan kepada pemegang 

hak atas merek bisa secara preventif dan secara represif yang meliputi beberapa 

hal sebagai berikut: 

a) Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan 

perlindungan, yang pasal tersebut berbunyi:  

 “permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada 

pokoknnya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau 

dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis” 

 

 Dan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menyatakan bahwa merek terdaftar 

mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 

tanggal penerimaan. 

b) Peran hakim sangat diperlukan dalam memeriksa dan memutus suatu 

kebenaran dari keterangan kepemilikan merek. Hakim harus membuktikan 

dan memeriksa kepemilikan merek tersebut. Harus diselidiki juga karena 

pihak yang mengajukan pendaftaran atas merek memang berhak atas tersebut 

atau dalam memperoleh hak atas merek tersebut memang sah di dapatkan dari 

pihak yang berwenang. Sehingga dapat ditentukan siapa pemegang sah hak 

atas merek dan bisa mendapatkan kepastian hukum dari kepemilikan hak atas 

merek tersebut. 
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2. Teori Pertimbangan Hakim 

Untuk menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim perlunya 

suatu aspek penting yang mengandungan suatu keadilan (ex aequo et bono) serta 

mengandungan nilai kepastian hukum, aspek penting ittu ialah Pertimbangan 

hakim. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, 

dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka 

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut berhak dibatalkan 

oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.10 

Selain itu, senyatanya pertimbangan hakim harus juga memuat tentang hal-

hal sebagai berikut: 

a. Pokok persoalan yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. 

b. Adanya analisis yuridis terhadap putusan segala aspek yang berhubungan 

dengan semua fakta yang terbukti dalam persidangan. 

c. Terdiri dari semua petitum penggugat yang harus dipertimbangan atau 

tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.11 

3. Teori Kepastian Hukum 

Sesuatu yang memiliki ketentuan atau ketetapan adalah suatu keadaan yang 

pasti atau disebut dengan teori kepastian hukum yang mana secara hakiki 

haruslah pasti dan adil. Dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum 

akan menjalankan fungsinya dengan baik. Kepastian hukum merupakan 

                                                             
10 Mukti Arto, Praktek Perkara pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2004, hlm.140. 
11 Ibid, hlm.142. 
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pernyataan secara normatif, bukan sosiologi.12 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah suatu 

yang menekankan pada aspek das sollen atau “sehasrusnya” dengan mengaitkan 

beberapa peraturan yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi 

manusia yang deliberatif. Aspek yang menjadi pedoman bagi individu untuk 

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan masyarakat 

adalah Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum. Dengan 

adanya aturan-aturan yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan 

tindakan terhadap individu maka akan menimbulkan suatu kepastian hukum.13 

Asas keadilan merupakan suatu prinsip dan asas utama dari penerapan 

hukum maka dari itu sering kali berhadapan dengan kepastian. Kepastian hukum 

dapat disebut juga sebagai jaminan bagi masyarakat, bahwa berdasarkan hukum 

maka semuanya akan diperlakukan sama oleh negara atau penguasa, agar tidak 

sewenang-wenang. Kepastian hukum lebih banyak mewajibkan penafsirannya 

secara harfiah dari ketentuan undang-undang.14 

 

G. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini fokus pada data, bahan tertulis yang berkaitan dengan 

topik pembahasan ilmiah yang diangkat. Maka dari itu untuk melakukan 

                                                             
12 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memberikan Hukum, 

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59. 
13 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158. 
14 Ridwan Syahrani, Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, PT.Alumni, Bandung, 2009,  

hlm.124. 
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penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normaitf. Penelitian 

normatif ialah suatu penelitian hukum yang penelitiannya dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder yang didukung oleh data primer.15 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada karya ilmiah ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu yang 

pertama pendekatan perundang-undangan (Statute Approaach). Pendekatan 

perundang-undangan ini berfungsi untuk menelaah undang-undang dan peraturan 

yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti.16 Selain itu, penelitian ini 

juga menggunakan metode pendekatan kasus atau biasa disebut (Case Approach) 

yang berguna dalam mempelajari penerapan suatu norma  yang dilakukan dalam 

suatu praktik hukum.17 

3. Bahan Penelitian Hukum 

Bahan dari penelitian karya ilmiah ini yakni bahan hukum sekunder dari 

berbagai bahan hukum yang berupa: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang terdiri dari aturan 

dasar, yurisprudensi, norma dasar, peraturan perundang-undangan, bahan 

hukum yang tidak dikodifikasi, dan traktat yang berhubungan dengan objek 

yang akan diteliti, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

                                                             
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, 

hlm.15 
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.136. 
17 Ibid, hlm.96. 
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Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5933; 

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 67 Tahun 2016 

tentang Pendaftaran Merek; 

4. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus- 

HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. 

5. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus- 

HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah suatu bahan hokum yang akan berhubungan 

dengan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

ini mencakup hasil-hasil penelitian (hukum) hasil dari suatu karya (ilmiah, 

buku, pendapat para ahli hukum, jurnal yang beekaitan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang menjabarkan suatu 

penjelasan tentang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum tersier meliputi indeks, kamus, dan ensiklopedia yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan adalah teknik 

penelitian kepustakaan. Teknik penelitian kepustakaan ini ialah suatu teknik yang 
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diperoleh dari penelitian kepistakan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku, publikasi, dokumen yang ada secara resmi dan hasil suatu 

penelitian ini dapat dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat hal-hal atau 

bahasan yang berhbungan dengan permasalahan untuk disajikan untuk skripsi ini. 

5. Analisa Bahan Hukum 

Penelitian ini akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, 

yakni dengan diperoleh dalam bentuk uraian-uraian yang mendeskripsikan bahan 

hukum yang kemudian disusun secara teratur atau sistematis. Untuk penulis 

dapat memahami permasalahan yang akan diteliti maka bahan hukum ini dapat 

diperoleh dari hasil penelitian yang disajikan dengan sebagaimana mestinya.18 

Penelitian kualitatif yakni bergerak dengan cara meneliti bagaimana hokum itu 

diterapkan pada fakta yang nyata dan dengan melalui pengamatan terlebih dahulu 

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-

HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 

58/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. 

6. Metode Penarikan Kesimpulan 

Dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif 

terhadap penelitian ini maka teknik ini adalah teknik yang paling baik, karena 

teknik penarikan kesimpulan secara deduktif ini cara berpikir yang mendasar 

pada hal-hal yang bersifat umum kemudian hal-hal tersebut ditarik kesimpulan 

menjadi bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.19 

                                                             
18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 2007, hlm.21. 
19 Surakhmad Winarno, Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah 

Dasae Metode Teknik, Tarsio, Bandung, 1994, hlm.17. 
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